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BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 32¢ TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGEAT DAERAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

: a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) hurufl a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daecrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daersh, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa
persiapan penyusunan Renja Perangkat Dacrah meliputi
penyusunen rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu
dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas periu ditctapkan dengan suatu
Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kebupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomar 235);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

+ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

?.



10.

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerinteh Nomer 3 Tahun 2007 Tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  dan
Evaluasi Pelaksansan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Recpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan  Daerah Tentang Rencana

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentung tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);



Menetapkan

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Ko Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturnn Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1S
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nemor 1);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tehun 2011 Nomor 140);

16.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerje Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Keduduksn, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);

17.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020
Tentang Rencana Kerja Pemerintesh Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daecrah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daecrah Tahun 2022 Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi
Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan

$.



KEEMPAT

yang utuh dengan Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas scbagai berikut :
L. Tugas secara wmum :

a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperiukan
dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;

b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan
Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan
sistematika vang ditetapkan dalam peraturan dan
perundang-undangan vang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota
tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Peranghkat
Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota;

b. Wakil Ketua | bertugas membantu Ketua dalam mengatur
dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Wakil Ketua 1T bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan vang berlaku;

e. Sekretaris  bertugas mengecek  dan  menyiapkan
kelengkapan bahan dan seluruh edministrasi untuk
lancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan
Pemerintah Kebupaten Lima Puluh Kota;

[. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep,
menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daecrah Tahun 2022 di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Dacrah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menctapkan
pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

: Pembiaysan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-
masing Perangkat Daerah.



¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan kembali scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

U



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-
Nya, “Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tahun 2022" dapat diselesalkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Fenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022
merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan
mengadopsi berbagal persoalan dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk program dan
kegiatan tahunan yang mengacu pada tugas dan fungsi BPBD, Renstra BPBD, dan RPIMD
Kab. Lima Puluh Kota. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapalan tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama
mempunyal tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-balknya
sesual tugas dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen
Anggaran. Untuk efektifitas pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sebagal bahan dan masukan yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2027 disusun, semoga
Tuhan Yang Maha Esa meridhol kita semua, Terima kasih.

Payakumbuh, Juli 2021
Kepala Pelaksana
-_?;';_-:3‘*1 iten Lima Puluh Kota
)
g o PERANGGULANGA S
W ‘Mu:ujrfﬂ"i.




Badan Penangggulangan Bencana Daeraf
Kabupaten Loma Puluh Kpea g

BAB |
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perericanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun
rencana pembangunan daerah secsra sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan lenjang perencanaan yaitu perencanaan Jangka
panjang, perencanaan [angka menengah Maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah {habupatenﬂmtaj harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panfang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Baerah (RKPD),

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesual dengan pasal 7 UU Nomar 25 tahun 2004 luga mewajibkan setiap OPD
membuat dan memiliki Rericana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, Sedangkan RKPD dijadikan dasar
pemyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan
Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafan Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 20321
yang berfungsi sebagal dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan  seluruh  aspirasi pemangku  kepentingan pembangunan  melalul
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk
keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesual amanat tersebut maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagal Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada tahun 2021 Ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Renja OPD merupakan dokumen rencang pembangunan OPD yang berjangka waktu
1 (satu) tahun guna Mengoperasionalkan RKPD yang  disertal dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah
dicapal oleh OPD, sesyai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Lima Puluh Kota tahun 2023, akan dijfadikan sebagal pedoman dan rujukan dalam menyusun
Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima

Rrmeamat Kivpa BFWLY XITY [T FTF e a—— i



Puluh Kota tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah,
yang mengarah pada pencapalan sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
PENyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kotz
adalah :

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 472 3);

4-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52 34)

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung
Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Wi Wopa BFRE 3022 il
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Badin Fenangggulongan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kpra

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasl Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 201 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 201 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005 - 2025.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Keta tahun 2018 Nomor 88);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota:

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dimaksudkan untuk

mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan
keslapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta

penanganan rehabilitasl dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam

rangka meningkatkan kinerja yang profesional,

Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 adalah:



! !I

a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagfan, seksi dan staf BPBD
dalam penyusunan perencanaan, penentuan skala prioritas program dan kegiatan
penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun men datang.

b. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misl Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lima Puluh Kota.

€. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang
ada.

d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagal salah satu institusi Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana.

€. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana kerja BPBD 2021 terdiri dari (fima) bab dengan rincian sebagai berikut;
1. BABI : PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

L4 Sistematika Penulisan

2. BABII: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
1.3 Isurisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Keglatan Masyarakat

3. BABIIl : TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Naslonal
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Keglatan

i Warpa  BFHD N1E2 i ; 4



Badan Penangggulangan Bencana Daeraki
Kabupaten Lima Puluali Kpea
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4. BAB [V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5 BABVY : PENUTUP.

BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

IL.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

W SRR i) 3 . n



Pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat alokasi anggaran
setelah perubahan sebesar Rp 4.309.803.855,- dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.
1.507.489.366dan Belanfa langsung (BL) sebesar Rp. 1.402.314.489,- terdiri dari 8 program
dan 26 keglatan. Realisasi keuangan keseluruhan sebesar Rp 4.169.685.447,- atau g6,75%
dengan rincian untuk BTL sebesar Rp. 2.844.134.312,- atau sebesar 97,82% dan BL sebesar
Rp- 1.325.551.135,- atau sekitar 94,52%. untuk tahun 2021 Alokasi Anggaran BPBD adalah Rp.
6.045.218.520,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 5.451.851.520,- dan Belanja
Modal sebesar Rp. 593, 367.000,-

Untuk tahun 2020, realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhl target kinerja
hasil/keluaran sesual dengan yang direncanakan disebabkan karena terjadinya pandemi
Covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan
dan penanganan Covid-1g di Kab. Lima Puluh Kota.

Mncasas Werma BRI NP T 1
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1l.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 20m
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018
tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota serta PERMENDAGRI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD
Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam hal memimpin, koordinasi, pengendalian dan
pelaksanaan dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan,
kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan dan
melaksanakan kegiatan sebagai upaya pengurangan resiko bencana serta penyiapan
pelatihan, sarana prasarana serta dukungan logistik untuk keslapsiagaan dan kemungkinan
terfadinya bencana dalam berbagal sektor pembangunan sesual agenda pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2031

Kedaruratan dan logistik diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan dalam hal tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial
dan keamanan saat terjadi bencana dilokasi terjadinya bencana serta penyiapan dukungan
logistik untuk kejadian bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk mengkoordinasikan dan
melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengendalian evaluasi rehabilitasi akibat bencana dan
rekonstruksi, pengendalian, serta evaluasi keglatan rekonstruksi akibat bencana.
Pencapalan Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana (tabel 2.2) serta tugas
dan fungsi BPBD berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam
Renstra BPBD 2016-2021 (tabel 2.3) ditamplikan sebagaimana tabel berikut.
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II.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejak dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Momor 7 Tahun 201 Tentang Pembentukan Organisasl Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya BPBD merupakan perangkat daersh sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Sub Urusan Bencana.

BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagal |abatan Kepala ex-officio.
Sebagal pelaksana harian dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputl prabencana saat
tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan Tugas, Kepala Pelaksana
menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;

2. Penetapan  rumusan  kebijakan  pengkoordinasian  penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

3. Penetapan  rumusan  kebijakan  pengkomandoan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

5. Penetapan rumusan kebijakan evakuasi dan pelaksana tugas penanggulangan
bencana;

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesual dengan bidang tugas dan fungsi yang
diberikan kepala daerah atau bupati;

7. Pelaksana koordinasilkerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/
lembaga atau pihak lembaga atau pihak di bidang penanggulangan bencana.

Wyvasinas Korja RO X122 i 8



Badan Penangggulngan Bencana Dagral

Kabupaten Lima Pufuk Kota Q
Tabel 2.4
Pemetaan masalah dalam penca kinerja pelayanan perangkat daerah
Penguranga | 1. upayamitigasi sebagal | 1. Belum tersedlanya dokumen teknis kebencanaan
n suatu hal yang penting (kafian risiko bencana, rencana penanggulangan
melalul perencanaan bencana dan rencana kontijers!)

Ristko penganggaranbelum | 2. Belum  tersedianys  regulasikebijakan  tertang
Bencara menjadi perhatian penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk

perda dan perkada

Upayaupava yang dilakukan belum maksimal dan
masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini
masyarakat

Belum  optimalnya  penataan  ruang
mamperhatikan daerah rawan tinggl bencana

yang

rerdahinya

masyarakat urtuk
mitigasi bencana

Kapasitas
dalam
penangana

belum optimalmya
kelembagaan

-

Masih kurangmya sosialisasi dan simulasi pengurangan
resiko bencana

Kurang antisipasl dan masih rendah tingkat sadar
bencana

Seruan dan himbauan peringatan Ancaman bencana
kurang direspon

Belum optimalnya kelompok staga bencama

Belum memadal ketersedian sistemn Peringatan dini
bencana

Kondisl ekonoml dan sosio kultural masyarakat/
kearitan lokal masyarakat

Pemangguiangan bencana adalah urusan wajlb
pemerintah daerah, (UL 23/2014 tentang Pemerintah
Daerah], UU 24/2007 ttg Peragpulangan Bencana,
Permendagri 1o1/2018 tentang Standar Teknis pada
SPM Sub-Uinusan Bancana,

kebijakan penganggaran penanggulangan bencana
dalam APED

Belum  optimalnya  pembangunan  kemitraan

Pemerintah  dengan  para  pihak  dalam
penanggulangan bencana.

Perlunya Inlslasi kerfasama dasrah yang berbatasan
datam penanggulangan bencana

Kepelasan fungsi rehabllitasl dan rekonstruksi pasca
bencana

Belum tersedianya Dokumen Aktivasl SKPDB (Sistern
Komando Penanganan Darural Bencana)

Masih perlurya
peningkatan layanan
Penyelamatan dan
Evakuasl Korban

-

Masih kurangnya jurnlab dan |enis sarana prasarana
peranggulangan bencana serta loghstik

Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas
dan perlu peningkataan
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Badan Fenangggulangan Bencana Daeralk
Kabupaten Lima Puluf Kota

&

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, teriihat beberapa
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dalam pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas
kelembagaan dalam penanganan bencana,

Dampak terhadap pencapalan visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasionalfinternasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable DevelopmentGoals),
BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana
pendanaan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Palayanan Minimal dan dilkuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini ditegaskan
bahwa BPBD selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasl rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Keglatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:
a. Penyusunan kajlan risiko bencana

b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan keslapsiagaan terhadap bencana, paling
sedikit memuat:
a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
b. Pembuatan rencana kontinjensi;
¢. Pelatihan pencegahan dan mitigast;
d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
e. Pengendalian operasl dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap
bencana;
f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit
memuat:

4. respon cepat darurat bencana;
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b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
€. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar kerban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai
dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh
hak dasar vang harus diterima oleh warga negara yang berada di daerah rawan
bencana dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban bencana.
Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagal suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko bencana
periu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang
memadal

1. rendahnya keslapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi dan simulas] penanggulangan bencana serta kondisi ekonomi
dan sosio kultural/kearifan lokal masyarakat

3- belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana,
koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah

4. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis
dalam penanggulangan bencana dl Kabupaten Lima Puluh Kotayaity :
1. Optimalisasi perencanaan dan pengangaran dalam upaya mitigasi dan
keslapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan

bencana

I.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalul  proses
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
Penjelasan mengenai alasan proses tersebut d lakukan; dan Penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD sebagaimana tabel 2.5 berikut.
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Il.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan
adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi
masyarakat. Hal Inl sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatiah
yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan keglatan yang dilaksanakan oleh
OPD. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan rencana 2021, aspirasi
masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus
untuk BPBD. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa BPBD harus
mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari
suatu kajlan yang serius terhadap kebutuhan rill masyarakat, jangan hanya memenuhi
keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan
kelompok lain atau masyarakat luas. Aspiras| masyarakat akan menjadi perhatian serius
BPBD dalam pelaksanaan program dan keglatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting
yang harus diambil adalah kemball menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan BPBD dapat dijalankan
dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari
pemangku kepentingan masyarakat dan dunla usaha belum ada yang masuk dalam
Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021,

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Femangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lima Puluh Kota

: Besaran/
No | Program/Keglatan Lokasl Indikator Kinerja Vol Catatan 1
_l[ 1) (2) (3 (4) (s) (&)
Program
1 | Penanggulangan
Bencana/
2 Kegiatan Panataan lorong Subarang. Kab. Lima | Pelatihan Kelompok 30 orang
sistem dasar Puluh Kota, Harau, Taram SLAGA BENCANA
penanggulangan sungai beringin, Pelatihan Kelompok 30 orang
bencana/ Sub Payakumbuh SIAGA BENCANA
Kegiatan Penguatan | Nagari Lubuak Batingkok, Pelatihan Kelompok 30 orang
kelembagaan Harau, Lubuak Batingkok SIAGA BENCANA )
bencana nagari sungai batantiak, Pelatihan Kelompok 30 orang
kabupaten/kota Akabiluru, Sungsi Balantisk | SIAGA BENCANA
sungal balantiak, Akabilurs, | Sosialisesi Xelompok 30 orang
Sungai Balantiak SIAGA BENCANA
Nagari Tarantang, Harau, Pelatihan Kelompok 30 orang
Tarantang SIAGA BENCANA
Nagari Sarilamak, Harau, | Pelatihan Kelompok 30 orang
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Sarilamalk SIAGA BENCANA
Nagari Sariak Laweh, , Pelatihan Kelompok 30 orang
Akabilury, Sariak Lawah SIAGA BENCANA |
Nagar Tarantang, Harau, Sosialisasi Kelompok 30 erang
Tarantang SIAGA BENCANA
Dutlan Tinggl, Kapur 1%, Pelatihan Kelompok 30 arang
Durian Tinggl SIAGA BENCANA
Simalanggang. Kec Pelatiban Kelompok 30 orang
| Payakumbuh SIAGA BENCANA
Nagarl Mungha, Kec Scslisasi Kelompok 30 arang
Mungka SIAGA BENCANA
Magari Sunigai Nanlang, Pelatihan Kelompok 30 orang
Bukik Barisan SIAGA BENCANA
Koto Tue, Kab, Lima Puluh Pelatihan Kelompok 30 orang
Kata, Harail, Koto Tuo SIAGA BENCANA
Nagari harau, kab._ Lima Pelatihan Kelompak 30 orang
_ Puluh Kota, Harau, Harau SIAGA BENCANA ]
Bukik Sikumpa, Lareh Sago Pelatihan Kelompok 0 orang
Halaban, Bukik Stkumga SIAGA BENCANA
Keglatan lorong padang aur, Kab. Pengadaan Tempat 1 unit
Pencegahan dan Lima Puluh Kota, Lareh Sago | Penampungan Sementara
keslapsiagaan Halaban, Ampalu (TENDA PENGUNGSI)
terhadap bencanal/ | sungal beringin, Kab, Lima Pengadaan Tempat 1 wnit
Sub Keglatan Fuluh Kota, Payakumbuh, Penampungan Sementara
Penyedisan | Sungal Beringin (TENDA PENGUNGSI)
peralatan Durian Tinggi, Kab. Lima Pengadaan Tempat 1 upit
perlindungan dan Puluh ¥ota; Kapur IX, Durian | Penampungan Sementara
kesiapsiagaan | Tingg: [TENDA PENGUNGSI)
terhadap bencana
Tujuzh Koto Talage, Kab, Pengadaan Peralatan 5 umit
Lima Puluh Kota, Guguak, Vil | Komunilasi (HT] urtuk
Koto Talago Simga Bencana
Magari Sarilamak, Kab. Lima | Pengadaan Peralatan 1 unit
Puluh Kots, Harau, Komunikast (HT) urtuk
Sarilamak Siaga Bencana
Nagari Tp.haro Skabu-kabu Pengadaan Peralatan 5 unit
Pd.Panjang , Luak, T), Haro | Komunikasi (HT) untuk
Sikabu-kabu Pd. Panjang | Siaga Bencana
Kegiatan Pelayanan | Nagari Tarantang, Kab. Lima Pengadsan Paket PAPAN | 2 unit
informasi rawan Puluh Kota, Haray, INFORMASI BENCANA
bencana kabupaten/ | Tarantang
kota/ Sub keglatan
Sostalisas)
komunikasi
informasi dan
edukagl (KIE) rawan
bencana kab/kota

(per jenis bencana

Rencama Kyrpa BIRD 25712
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BAB Il
TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

lll.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
1020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembanguan, dimana pada egenda ke-emam
Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan
daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan inl Kabupaten Lima Puluh kota menempatkan persoalan
kebencanaan inl kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misl keenam
yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis
perjuangan yang bertujuan agar Terarahnya pembangunan insfrastruktur kawasan di
kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran
sesuai dengan tata ruang, dengan sasaran-sasaran pembangunan dibidang kebencanan
seperti Pembangunan (dan penanganan) Daerah Tertinggal, daerah Perbatasan (dan
daerah Rawan Bencana), serta Terwujudnya mitigasi dan penangan bencana yang
responsive

I1.2.. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

| VISI:  MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM |
KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Misi:  Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan
. Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Optimalisasi program
layanan prima akuntabilitas dan pengelolaan penunfang urusan
pelaksanaan capaian kinerja BPBD | administrasi, evaluasl, | pemerintahan
koordinas), dan pelaporan dan
pembinaan dan rogram penunjan
dukungan PIOgTam pen 5
administrasi urusan pemerintah
|___perkantoran BPBD |
2. Optimalisasi Meningkatnya Peningkatan 1. Optimalisasl
pengurangan pelayanan informasl, | pengelolaan layanan Pelayanan Informasi
reziko boncana mlligasl. dan 1"":.”““5" Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Kesiapsiagaan pencegahan dan o
2. Optimalisasi
L i kesiapsiagaaan Belayanan

Rencunal Kpvpa AR N122 i it
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menghadapi bencana | bencana Pencegahan dan
Kesiapslagaan
terhadap Bencana
3. Optimalisasi Meningkatnya Peningkatan 1, Optimalisasi
Femanggulangan Kapasitas pengelolaan Pelayanan
bencana Kelembagaan, kelembagaan, Penyelamatan dan
layanan layanan E“k"::al Korban
Penyelamatan dan penyelamatan dan 2. Optimalisasi
Evakuasi Korban evakuasi korban Penataan Sistem
bencana bencara Dasar
Penanggulangan
Bencana

ll.3. Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan upaya pencapalan Visi Misl Dasrah maka untuk tahun 2022 Badan
Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjalankan Program
dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5) Kegiatan Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6) Kegiatan Penyedisan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7} Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1} Kegiatan Pelavanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kaota
2] Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3} Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rncstnar Wy (PURSY O2D heisil 30
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana target kinerja berdasarkan Renstra BPBD 20162021, dan target kinerja

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

pelayanan yang mengacu kepada SPM sub utusan bencana dapat ditampilkan sebagaimana
tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut.

Sasaran

dikat

Ket.

Meningkatnya
akuntabilitas dan capatan
kinerja BPBD

Nfiai akuntabilas kinerja
BPBD

IKUQPD

Penurunan Indeks resiko
bencana (IAB) Kab. Lima
Puluh Kata

Sedang
(79-73)

IKL KD

Meningkatnya pelayanan
informasd, mitlgasi, dan
Kesiapsiagaan
menghadapi bencana

Persentase warga negara
pada daerah rawan
bencana yang
memperoleh layanan
informasi bencana (100%)

203

IKUOPD |

Perseniase warga negara
yang memperoieh
layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana (100%)

i 1

208

IKU OPD

Indeks Ketahanan Dasrah
(IKD)

rendah
(0-0,2)

rendah
(0,21 -0,4)

IKUQOPD

Meningkativya Kapasitas
Kelemba-gaan, layanan
Penyela-matan dan
Evakuasi Korban bencana

Persentase warga negara
yang memperoleh
layanan penyelamatan
dan evakuasl korban
bencana (100X)

100X

1008

IKU OPD

Presentase realisas
pemulihan objek pasca
bencana (%)

20%

0%

IKU QPD

Kymarna Werpa BB N2

-

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana dapat disampalkan
sebagaimana tabel berikut.
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Table 4.2 Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021

Bidang Urusan Dan
Indikator Kinerja Indil
e Penyelenggaraan 2o | 20m | "
Pemerintah Daerah
L Pelayanan informasi Jumlah warga negara yang | 208 |[20%
rawan bencana memperoleh layanan informasi
rawan bencana
1.1 Pelayanan pencegahan | Jumlah warga negara yang 20% 20%
dan kesiapsiagaan memperoleh layanan Pencegahan
terhadap bancana dan Kesiapsiagaan terhadap
bencana
1.2 Pelayanan Jumlah warga negara yang 0% 20k
penyelamatan dan memperoleh layanan penyelamatan
evakuasl korban dan evakuasi korban bencana
| bencana

Pada tahun anggaran 2021 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan dana
sebesar Rp.24.065.936.200,- untuk pencapaian target SPM Sub urusan Bencana

Tabel 4.3. Program dan Kebutuhan Dana

NO | PROGRAM KEBUTUHAN DANA | KET
.| PROGRAM PENUNIJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13.428.590.200
DAERAH KAB/KOTA
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi §2.661.000 |
Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.659.441.000
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 245.400.000
Daerah |
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 466.269.200
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 7.816.289.000
Urusan Pemerintah Daerah
6) Kegiatan Penyediaan lasa Penunjang Urusan 664.630.000
Pemerintahan Daerah
7] Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 493.700.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 10.637.346.000
1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 416.841.200
Kabupaten/Kota
2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 7.992.097.400

s W BPRD X2} NIPUREEET: 1
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[ Terhadap Bencana |
3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | 1.7049.510.000
Korban Bencana |
4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 518.897.400
Bencana
TOTAL Rp.24.065.936.200, | |

Sedangkan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif badan
penanggulangan bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022 serta
prakiraan maju tahun anggaran 2023 terlampir,

Epacama Ky BERD Mty ; i3
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PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2023
merupakan suatu rangkaian sistem perencanaan, wujud nyata dari tanggung jawab
pemerintah dalam menjawab dan mengadops! berbagal persoalan dan kebutuhan
masyarakat. Output Renja BPBD adalah program tahunan yang mengacu pada tugas dan
fungsl BPBD, Renstra BPBD, dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota.

Kaidah Pelaksanaan Renja sebagal suatu perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyal peran strategis untuk menjembatani perencanaan pada
Ferangkat Daerah dengan Rencana Kerjla Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi
daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebalk-baiknya sesual tugas
dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi
kinerfa secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagai bahan dan masukan
yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun,
selanjutnya akan dipergunakan sebagal acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan umum anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Rencana Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah, Terimakasih
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